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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, 

dengan jenis penelitian explanatory research. Teknik pengumpulan data 

menggunakan survei/angket. Teknik sampel menggunakan sampel jenuh. 

Pengambilan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner 

pertanyaan untuk variabel X rasionalisasi anggaran dan variabel Y Kinerja 

Kelurahan, dimana masing-masing jawaban mengacu pada skala Likert 

Data yang diperoleh diolah menggunakan software SPSS.  

Hasil pengujian deskriptif statistik data penelitian adalah variabel 

rasionalisasi anggaran dan kinerja kelurahan memiliki nilai mean lebih 

besar dari nilai standar deviasi. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa 

sebaran data variabel independen dan dependen berada disekitar nilai 

rata-ratanya. Hasil pengujian validitas data penelitian adalah seluruh butir 

pernyataan pada variabel rasionalisasi anggaran dan kinerja kelurahan 

adalah valid. Hasil pengujian reliabilitas data penelitian dapat dijelaskan 

bahwa seluruh butir pernyataan yang ada pada variabel penelitian adalah 

reliabel. Tingkat keeratan antara variabel rasionalisasi anggaran dengan 

kinerja kelurahan adalah sangat kuat. 

Model regresi pada penelitian ini telah memenuhi pengujian asumsi 

normalitas dan data layak untuk digunakan pada tahapan analisis 
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selanjutnya. Data pada penelitian ini tidak ditemukannya gejala 

heteroskedastisitas. Variabel rasionalisasi anggaran memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap kinerja kelurahan. Jika variabel rasionalisasi 

mengalami kenaikan, variabel kinerja kelurahan juga akan mengalami 

kenaikan. 

 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini diantaranya 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Kelurahan Papanggo Jakarta Utara 

Pimpinan kelurahan Papanggo Jakarta Utara sebagai perwakilan 

pemerintah di daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya 

secara optimal meskipun ditengah pembatasan nilai pagu anggaran 

akibat adanya kebijakan rasionalisasi. Pemanfaatan pegawai, dana, 

material maupun teknologi informasi yang efektif dan efisien secara 

langsung berdampak pada kreativitas para pegawai untuk tetap 

menghasilkan keterlaksanaan program/kegiatan, sehingga dari 

pelaksanaan tersebut dapat menghasilkan output, outcome, impact, 

benefit dan manfaat bagi masyarakat secara optimal. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel independen lainnya 

atau juga dapat menambahkan variabel lainnya seperti variabel 
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mediating maupun variabel intervening agar diperoleh hasil penelitian 

yang lebih komprehensif. 

Apabila melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi variabel kinerja organisasi dalam hal ini kinerja 

kelurahan Papanggo di Jakarta Utara, maka disarankan untuk lebih 

memahami faktor-faktor lainnya yang diperkirakan dapat 

mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, faktor-faktor yang berasal 

dari luar organisasi juga harus diperhatikan seperti kebijakan 

pemerintah pusat terkait dengan kebijakan anggaran di masing-masing 

kementerian/badan, kebijakan Bank Indonesia, kebijakan Otoritas Jasa 

Keuangan, pertumbuhan ekonomi nasional dan sebagainya. Agar 

memperoleh persamaan yang lebih merepresentasikan kondisi riil pada 

penelitian selanjutnya, maka lokus penelitian dapat diperluas dan  

jumlah responden sebagai sampel pengamatan maupun variabel 

independen lainnya dapat diperbanyak untuk melihat hasil yang lebih 

holistik dan komprehensif. 
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